
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 03 TAHUN 2O2O

TENTANG

PBRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa daiam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas

pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa'

Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan Peraturan

Bupati Nomor O9 Tahun 2O17 tentang Penghasilan Tetap

dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa sebagai dasar

dalam pemLrerian penghasilan tetap bagr kepala desa,

seketaris desa, dan perangkat desa lainnya;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor

L 1 Tahun 2aw tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2a14 tentang Peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2414 tentang

Desa, dan dalam upaya memberikan perhatian terhadap

kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa,

penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan

perangkat desa lainnya perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 09

Tahun 2a!7 Tentang Penghasilan Tetap dan T\rnjangan

bagi Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara

{Lembaran Neg*r" Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

bg, Tambahan l,embaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor l092l;

2. Undang-und.ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

ttegara lt-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nofuor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor a286|;

3"Undang-Undang...
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 1-26, Tambahan Lembaran

Negara Nomor  a3B);
+. Un?ang-Undang Nomor tZ Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Feraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun ZALL Nomor 82'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

lz34}sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang
Nomor 15 Tahun 2olg tentang Perubahan Atas undang-

Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor L83' Tambahan

LembaranNegaraRepubliklnd.onesiaNomor6393};
5" Undang-Undirg Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang ,Desa

(L,emb#an Negira Republik Indonesia Tahun 2al4 Nomor

T, T**br.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Sae5);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2a14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 55S7i sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang
Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-UndangNomor2STahun2al4tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepuLrlik

Ind.onesia Tahun 20i5 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2414 tentang

Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa {Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun zalg tentang Penrbahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang Peraturan

Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2DL4 tentang

Desa ilxmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2a$
Nomor 41, Tambah*, t"*uaran Negara Republik Indonesia

Nomor 632 i);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran_ Negara Republik
Indonesia Tahun iOfq Nomor 42, Tambahal Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322\;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentangPengelolaanKeuanganDesa{BeritaNegara
Repubtk Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

l0.Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2oL7 tentang
penghasilan Tltap dan T\rnjangan bagi^Pemerintahan Desa

{BeritaDaerahKabupatenKaroTahunzafiNomor09);

1 1.Peraturan...
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1 l.Peraturan BuPati liaro
Pengelolaan Keuangan
Karo Tahun 2019 Nornor

Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Desa (Berita Daerah KabuPaten
1+);

Menet.apkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPA'II NOMOR 09 ]'AHUN 201'7 TENTANG

I}IINGHASILAN TETAP DAN 'TUNJANGAN BAGI

PEMERIN'I'AHAN I]ESA.

Pasal I

Ketentuan pasal 3 cialam Peraturan Bupati l(aro Nomor 09 Tahun 2077

tentang penghasilan Tetap dan Tur:iangan bagi Pemerlntahan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Karo'l'ahurn 2Ol7 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

Besaran penghasilan
dimaksud dalam Pasal
a. Kepala Desa
b. Sekretaris Desa
c. Kepala Urusan
d. Kepala Seksi
e. Staf Desa

Pasal 3

tetap kepala desa dan Perangkat
2 ayat (1) ditetapkan sebagai beri

desa
kut :

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

sebagaimana

2.450.000,-
2.250.000,-
2.050.000,-
2.O50.000,-

900.000,-
f. I(epala Pelaksana Kewilayahan I Kepaia Dusun Rp. 2.050.000,

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pr:ngundangan Peraturan
Blpati ini clengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo'

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 25 )DF$qr', 2020

TERKELIN BRAHMANA
Diundangkan
pada tanggal

di Kabanjahe
?J J 1'r uol 

' 2020

UPATtrN I(ARO,SEKRETARIS

KAMP AS KELIN PURBA

BUPATI KARO,

BERITA D RAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 03


